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BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 62 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  

(ONLINE SINGLE SUBMISSION) 

DI KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  a.  bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 

Pemerintah kabupaten menggunakan system OSS dalam 

pemberian perizinan berusaha; 

  b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan 

penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan 

pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara 

elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Kabupaten 

Sidoarjo;   

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah  Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11   Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  SIDOARJO TENTANG SISTEM 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI KABUPATEN 

SIDOARJO. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan 

atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 

4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, 

atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan 

sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional 

dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan 

oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku 

Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan 

kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/atau Komitmen. 

7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi 

persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau 

Operasional. 

8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha 

dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin 

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut 

untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh 

izin usaha dan/atau kegiatan. 
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10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan 

melalui system OSS. 

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Izin usaha, terdiri dari: 

1) Izin lokasi; 

2) Izin lokasi perairan; 

3) Izin lingkungan; 

4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

     b. Izin komersial/operasional. 

(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen. 

(4) Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap 

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

setelah adanya verifikasi, inspeksi, dan validasi  dari 

DPMPTSP. 

 

Pasal 3 

Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS perlu dibentuk 

Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan 

Keputusan Bupati. 

 

Pasal 4 

Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Pasal 5 

Pendanaan pelaksanaan berizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 mencakup: 

a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS; 

b. jaringan sistem OSS; dan 

c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

          Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal   1 Agustus  2018 

         

BUPATI SIDOARJO, 

                                                                             

                                                                                                ttd   

           

                                   SAIFUL ILAH 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  1  Agustus  2018 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SIDOARJO,  

 

            ttd    

 

  ACHMAD ZAINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP :  62 TAHUN 2018 


